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BUPATI BUTON TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2016

~ TENTANG
~ PAJAKHOTEL -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT!'BUTON TENGAH,

iimbang : a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan dasrah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan  daerah  dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 tahun 1997 tentang Pajck Daerah dan Retribusi

Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimiana
o dimaksud pada huruf a dan b, perlu -diatur dan
ditetapkan-peraturan daerah.

o
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éngingat :

Undang~Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 32.9)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesie

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negare

Republik Indonesia Tahun 1981-Nomor 3208);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badar
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 1287 Nomor 40, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentari
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembara
Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesi
Nomor 3686); '

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentan
Pengadilan Pajak- (Lembaran Negara Republi
Indoriesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

"Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubi

" Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarz
" Negara Reputlik Indonesia Nomor 4286);
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7.

10.

11,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara. Republlk
Indonesia Nomor 4389); -

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang
Petimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia -Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4438);

‘Undang-Undang. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Reitribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk1nd0neS|a Nomor 5049);

Undang Undang NMomor 15 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi
Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5562);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia - Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang nomor @ Tahun 2015 Tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Neégara Republik Indoesia 5879);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
_Pravinsi sebagai Daerah Otonom,

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tambahan

. Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
Dan
BUPATI BUTON TENGAH
MEMUTUSKAN

Menetapkan : ‘PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

salam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;

Pemerintah Déerah adslah adalash Bupati dan Perangkat Daeral
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

I. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;

t. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dl pidang Paja
daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daera
atas penyelenggaraarn/ pelayanar oleh Hotel;
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. Hotel -adalah fasilitas penyedia jasa pengmapanlpenstlrahatan
“termasuk _jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga motet, lostnen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos;-

Penyelenggara Hotel adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hotel baik untuk dan.atas namanya sendiri atau
dan atas hama pihak lain yang menjadi yanggungannya.

Subjek pajak hotel yang selanjutnya disebut subjek pajak adalah
orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak hotel yang se{anju‘iny_a' disebut wajib pajak adalah orang
pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban;

. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi -massa,
organisasi sosial politk, atau orgdnisasi sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

. Pengunjung adalah setiap orang yang ‘menggunakan atau menikmati

fasilitasfjasa yang disediakan oleh penyelenggara Hotel. Kecuali
penyelenggara, karyawan, dan petugas yang dipekerjakan oleh Hotel :
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2. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suat

saal, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagiar

- Tahun Pajak sesuai- dengan’ ketentuan peraturan perundang

undangan perpajakan daerah;

3. Surat Pembentahuan Pajak Daerah, yang selan]utnya disingka

SPTPD, adalah surat. yang oleh Wajib Pajak digunakan untul
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek sert:
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 ( sepuluh')

4.-Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalal

surat yang digunakari oleh Waijib Pajak untuk melakukan pembayaral
atau penyetoran pajak yany ferutang ke Kas Daerah atau ke tempa
lain yang dltetepkan oleh Kepala Daerah;

5. Surat Ketetapan Pajak- Daerah yang selanjutnya disingkat SKPI

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah poko
pajak yang terutang; '

5. Surat Ketetapan Pajak Daeréh Kurang Bayar yang selanjuty

disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentuka
besarnya jumlah pokok pajak, Jumiah kredit pajak, jumlah kekuranga

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumla
pajak yang masih harus dibayar;

7. Surat ' Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yan

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yan
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan;

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutny

disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentuka
jurnfah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebi
besar dari pada pajak yang teiutang atau seharusnya tidak ierutang;




- Gurat. Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang seianjutnhya disingkat
SKPDN adaiah surat keputusan yang menentukan jumiah pajak yang

_terutang sama besarnya dengan jumiah kredit pajak, atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjuthya disingkat STPD,
adalah surat ‘untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denoa

_Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
daerahy Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang
diajukan oleh Waijib Pajak. .

Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan _yang
diajukan cleh Wajib Pajak;

Pereriksaan adaiah  serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara
obyektif dan profesional berdasarkan: suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan ‘kewajiban perpajakan daerah

-dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neger
Sioil, yang selanjutnya . disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memtuat ierang tindak

pidana dibidang perpajakan daerah yang tefjadi sertameremukar
tersangkanya.
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BAE Ii
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

)iengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediaka
ieh Hotel.

Pasal 3 -

I) Objek Pajak Hote! adalah pelayanan’ yang disediakan oleh Hot
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai-kelengkapz

Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamana
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

1) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipi
fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuw

seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis Ialnnya yang disediak:
atau dlkﬁlOld Hotel. :

Pasal 4

idak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay
) adalah :

. tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah at
Pemerintah Daerah;

jasa tempat tinggal di pusat pendldlkan atau kegiatan keagamaan;

jas3 tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, pal
asuhan, dan panta sosial lainnya yang SeanlS dan



.jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh
¢ Hotel yang dlmanfaatkan oleh-umum.

|  Pasal 5

Subjek Pajak adalah brahg pribadi atau badan yang melakukan
: pembayaran kepada orang atau badan yang mengusahakan hotel.

Wajib Pajak adalah orang. pribadi atau badan yang mengusahakan‘ -

Hotel.
BAB Il

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN
Pasal 6

jar - pengenaan Pajak acalah jumlah pembayaran atau _yang
arusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hotel sebagai berikut :

a. untuk jenis hotel yang dilengkapi dengan fasilitas jasa penunjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan 10 %
(sepuluh persen) dari omzet;

b. untuk motel dan losmen, ditetapkan sebesar 7 % (sepuluh persen)
dari omzet,

c. wisma pariwisata, gubuk pariwisata, pesanggrahan, ditetapkan
sebesar 5 % (lima persen) dari omzet;
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¥ rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 %
(l:ma persen) dari omzet.

! ' Pasal 8

,arnya'“i" Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan: tarif-
yagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak
iagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

| BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
. Pasat9

‘Pajak yang terutang: dnpungut di wnayah daerah tempat pengusahaan
Bl.

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

BABYV - .
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
' Pasal 10 '

a pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender yang

fjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
iporkan pajak terutang



ol ‘Elﬂ

Pasal 11

Pa]ak terutang adalah pada saat penggunaan pelayanan dan / atau
%yaran Hotel

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
o Pasal 12

tiap waiib pajak wajib mengisi SPTPD.

. °TPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan

as, benar dan lengkap -serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
asanva.

*TPD sebagaimana dnrnaksud Pada ayat : (1) narus disampaikan

pada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
telahberakhirnya masa pajak.

ntuk, isi dan tata cara pengisian- dan penyampaian SPTPD
etapkan cleh Kepala Daerah.
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S BAB VI

PENETAPAN ‘PA'JAK
Pasal 13

) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1

Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitka
- SKPD.

t Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan sur:

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarka
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Pasal jft_ '

_Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya paja
Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, paj
yang terutang tldak atau kurang di bayar;

2) pka SPTPD tidak dlsampalkan kepada Kepaia Daerah dala
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak

sampaikan pada waktunya sebagatmana ditentukan dala
surat teguran; L Bt

3) jika kewajlban mengisi %PTPD tidak dipenuhi, pajak ya
terutang dlhitung secara jabatan.
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s. SKPDKBT apabila diteinukan data baru dan atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
- terutang; R

&

¢. SKPDN apabila jumiah pajak yang terutang sama besarnya dengan

;umlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit .
pajak. .

:Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2)
glkenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

ersen) sebulan dan pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk

angka wakti paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dlhltung sejak
Saat terutangnya pajak.

jumlah  kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
‘adminis'tratif berupa kenaikan sebesar 100 % {seratus persen).

kenalkan sebagaimana dimaksud - pada ayat (3) tidak dikenakan

apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan
9emenksaan

lumlah pajak yanq terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
hada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administratif berupa
?enalkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
fiiambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
iebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk

angka waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung sejak
mat terutangnya pajak.

I

SEE AR
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Pasal 15

wnEw RN E B

Bupati dapat menebitkan STPD apabila:

sa. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibavar;

=" Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;

. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau
¢ denda. ‘ ' ‘

gumlah kekurangan pajak yang “:teiutang dalam = SKPDKE
tebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angke
D)dikenakan sanksi administratif béfupa bunga sebesar 2 % (du:
persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau teriambat d

bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bular
dinitung sejak saat terutangnya pajak.

- ->ajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atat

turang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanks

wdministratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagh
nelalui STPD. '

 _BABVHI
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
 Pasal 16

etiap Wajib Pajak, wajib rhembayar Pajak yang terutang berdasarka
KPD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 13 ayat (1) yangdibay:
:ndiri oleh Waijib Pajak atau Kuasanya.
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bembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah melalui
Binas Pendapatan atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Bembayaran pajak csbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
fengan menggunakan SSPD.

3entuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata caia pembayaran serta

anggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh
iupati.“ ' _

ST L]

: T Pasal 17

%mbayara.n pajak yang - terutang harus dilakukan sekaligus atau
has. o : : '

;jak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak

erbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Xeputusan Pembetulan,
yrat Keputusan FKeberatan, dan. : Putusan

_ Banding yang
“enyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

ipati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
rg ditentukan dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak

tuk mengangsur. atau menunda pembayaran pajak dengan
:enakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

ta cara pembayaran, penyeto_fan. tempat pembayaran angsuran
n penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
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; ~ BABIX™
: ~ TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan

KeputusanBanding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak
vadawaktunya, dapat ditagin dengan Surat Paksa.

benagihan pajak dennan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
seraturan perundang-undangan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 19

fajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati ata
sjabat yang ditunjuk atas suatu:

SKPD;

SKPDKB;, o

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN,;

Pemotongan atau pémungutan oleh pihak ketiga berdasark:
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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=Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai
£ alasan-elasan yang jelas.

EKeberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
Zbuian sejak tanggai surat, tanggal- pemotongan atau pemungutan
~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat
raenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
nkeadaan di luar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila

swajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah
Eisetujui Wajib Pajak. :

‘Z}(etieratan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

hada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai
;Surat Keberatan semngga tidak dipertimbangkan.

'j’anda penenrnaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pojabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan mieialui
§urat pos tercatat sebagal tanda bukti penerlmaan surat keberatan.

Pasal 20

L L R

Bupatl dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak

anggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
%bera*an yang diajukan.

%epUtusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

#au sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
Brutang.

P L. kY
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Eppabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

Eiewat dan Bupati tidak memberi suatu-keputusan, keberatan yang
%diajukan tersebut dianggap dikaoulkan.

NN EY

Pasal 21

?Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

engadilan Pajax terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
Hitetapkan oleh Bupati. .
13

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
[secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
?';alam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri
salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan  permohonan  banding- menangguhkan  kewajiban

membayar pajak sempai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
E)enerbitan Putusan Banding. '

;. 'Pasal 22

_Ejika pengajuan keberafaﬁ atau pemnohonan bénding dikabulkan
gebagian atau seturuhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
intuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

gnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dihitung sejak
gulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Salarn hal keberatan Wajib' Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Kajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 %
fma puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan

Bberatan dikurangi -dengan pajak yang telah dibayar sebelum
sengajukan keberatan.
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Dalam hal Waijib Pajak mengajukan pemmchonan banding, sanksi
gdmlmstrat[f berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
ﬁebagalmana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

palam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
wvajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah pajak- berdasarkan Putusan Banding

jkurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
%engajukan keberatan. )

BAB Xi

gugmummmmmmn

51

ETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN
HAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANK-.»I ADMINISTRATIF

®

Pasal 23

P prsIpTmpeTTER m%ﬂ i

gupati karena jabatan atav atas permohonan Wajib Pajak dapat
jembetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
%Iam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung

n atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
grpajakan daerah.
|3

upati dapat:

hmengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
—bunga denda, dan kenaikan' pajak ‘ yang terutang menurut
“peraturan perundang- undangan perpajakan daerah, dalam hal

=sankst tersebut dikenakar: karena_ kekkilafan Wajlb Pajak atau
:bukan karena kesaiahannya;

-

10
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b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDK!
atau STPD, SKPDN afau SKPDLB yang tidak benar;

‘. mengurangkan atau membatalkan STPD;

R aniia

© J. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak ya

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara ya
. ditentukan; dan '

e b

e-mengurangkan  ketetapan  pajak  tferutang 'berdasark

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau konc
tertentu objek pajak.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitrasi ¢
: pengurangan atau pembatalan. ketetapan pajak . sebagaimz
! dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 24

.Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajul

permohonan pengembalian kepada Bupatl secara tertulis deng
‘menyebutkan sekurang-kurangnya v

a Nama dan alamat Waijib Pajak;
b Masa pajak;

5. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
§. Alasan yang jelas.
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2 pati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
Siterimanya permohanan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
Jebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Epabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
3ypati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian

«eiebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
§temnkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

___Epébila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan

jembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) langsung
Eerhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

tengembalian kelebihan pembayara pajak dilakukan dalam wakty
Rling iama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKPDLB.

inabita pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelar
F:at waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupat
emberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua

_ persen) sebular
- fasketerlambatan pembayaran kelebihan pajak. :

Pasal 25

mumlruqf-' TR 2 U ]

rfmohonan pengem
cara -

giuiis kepada Bupati ‘sekurang — kurangnya dengan rﬁenye.butkan:
%Nama dan alamat Wajib Pajak;

%Maéa pajak;

balian kelebihan - pembayaran pajak diajukar

wm Hgpdi

zBesarnya kelebihan pembayaran pajak;

k
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-Permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran pajak disampaika
-secara langsung atau melalaui pos tercatat.

BBukti penerimaan oleh. Pejabat Daerah atau bukti pengiriman po
-tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

£ Pengembahan kelebihan pembayaran pajak dilakukan denga
qmenerbltkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

EApablia kelebihan ‘pembayaran pajak diperhitungkan dengan utar
tpajak lainnya, sebagaimana dimaksua dalam Pasal 24 ayat (
Enerbayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bul
-pemindah bukuan juga beilaku sebagal bukti pembayaran.

BAB XHI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

tHak untuk melakukan penagihan. vPajak menjadi kedaluwarsa setel:

-melampaw waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangm

uPaJak kecuali apabila Wajlb Pajak melakukan tindak pidana di bidar
pperpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (
aertangguh apabila:

. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

i ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, bak langsw
gnaupun tidak langsung

L Bty el 1] IW
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iam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagairpana
‘_"i?naksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung
%ejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

spengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
Sada ayat (2) huruf ‘b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan beium melunasinya
%epada Pemerintan Daerah.

?engakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
Byat (2) huruf b dapat diketahui dari'pengajuan permohonan angsuran

$tau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
b al"ﬁl(' ’ - - .5-:"_1 b .

Pasal 28

il sekmd HEY

R

_,'.utaﬁg Pajak yang tidak mungkin ditagih iagi karena hak untuk
gwe_lakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

-ﬁupati menetapakn Keputusan Penghapusan Piutang Pajak ,yang
aaah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XiV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

g i mwmy PRSI AR 20

§ajib- Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Ry
00.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajit
gegye!enggarakan pembukuan atau pencatatan.

friteria Wajib Pajak. dan penentuan besaran omzet serta tata car:

'mbukuan atau. pencatatan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1
Eatur dengan Peraturan Bupati.

g
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Pasal 30

upati berwenang meiakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuha
emenuhan kewajiban  perpajakan daerah dalam  rangk
g’ne;aksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

-Wapb Pajak yang diperiksa wajib:

_memperllhatkan danfatau meminjamkan buku atau catatal
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen

lain yar
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

N membenkan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruange

yang dianggap periu dan membenkan bantuan guna kelancar:
pemeriksaan; dan/atau

_memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diat

engan Peraturan Bupati.

NEr e umard..%!;\hmﬂlmnmdﬂ
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BAB XV,
INSEMTIF PEMUNGUTAN
Pasal 31

E

dInstansi yang melaksanakan pefﬁunguté’n Pajak dapat diberi inser
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

e e LN Ll L B

iPemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapk
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentii sebagaima

d:maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundai
uqdangan :
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BAB XVI
:.: KETENTUAN KHUSUS
" | Pasal 32

setiap pejabat dllarang mpmbentdhukan kepada pihak lain segala
suatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya olen Wajib

E’;]ak dalam rangka jabatan atau pekefjaannya untuk menjalankan
Btentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

fmrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
naga ahl yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam

fplaksanaan ketentuan reraturan perundang-undangan perpajakan
[zerah.

Lo i)

mm

ﬁikecuallkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Fat (2) adaiah:

Pejabat dan tenaga ahii yang bertindak sebagai saksi atau,saks
= ahli dalam sidang pengadilan;
k

t Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
mernberikan keterangan kepada pejabat lembaga 'negara atat

!instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaar
¥ dalam bidang keuangan daerah.

l'ntuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis
pada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahl
%bagarmana dimaksud pada ayat (2); agar memberikan keterangan

femperlihatkan bukli tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepad: -
#ﬂk yang ditunjuk.

RIETRAATTY P T W o
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% pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertul

¥ epada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenagaral

% cebagaimana. dimaksud pada ayat’ (2), untuk membenk_an de

= memperlihatkan bukti tertulis dan keterangarn Waijib Pajak yang ac
padanya.

]

wi

e

% permintaan hakim sebagai'mana dimaksuq pada ayat (5) han
£ menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yar

£ diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yai
E bersangkutan dengan keterangan yang diminta

£ 'BAB XVil
; PENYIDIKAN
g Pasal 33

PR

 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerint
£ Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakuk
& penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaima
& dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

E Penyidik sebagaimana dimaksud- pada ayat (1) adalah pejal
: pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ya
4

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentu
peraturan perundang-undangan. .

Lol
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Wewenang Penyidik sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) adalah:

a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan a
laporan berkénaan dengan tindak pidana di bidang perpajal

Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan terse
menjadi lebih lengkap dan jelar;

ERrEEEN AN M

¢ grEmINEATEA AR

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidan
atau perdata, atas permintaan hakim. sesuai dengan Hukum Acal
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& mieneliti, mencari, dan mengumpuikan keterangan mengenai orang
' pribadi atau Badan tentang kebenaren perbuatan yang dilakukan

# gehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

& meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

= cehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
. dan Retribusi; '

P rIEATE Jr

ﬁ memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
E' tindak pidana di bidang perpajakan.D\aqrqh dan Retribusi; :

E rﬁelakukan penggeledahan untuk.}*fg;_rhén'dapatkan bahan bukti
E pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
B penyitaan terhadap bahan bukti tersebuit;

¢ meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

; penyidikan tindak. pidana di bidang perpajakan Daerah dan
% Retribusi;

E menyuruh berhenti dan/atav melarang seseorang meninggalkan

E pyangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

% dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
 dibawa; ' '

E memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
; perpajakan.Daerah dan Retribusi;

2 memanggil oréng untuk didengar keterangannya .dan diperksa
i sebagai tersangka atau. saksi;

E menghentikan penyidikan; dan atau

: melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikar
zlindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesua
:dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

S atees
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) penyidik sebagaimana dimaksud pada .ayat (N _membe_rit_ahuk;
= gimulainya penyidikan dan menyarnpgll_(an hasﬂ pen_y!dlkanng
kepada Penuntut Unudm “melaiui Penyidik pejabat Po_hsu Nega
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dala
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. »

. BABXVII
KETENTUAN PIDANA,
Pasal 34

§ waijib Pajak yang kareria kealpaannya tidak menyampaikan SPTI
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirk

= keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal
ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipide -

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pide
denda paling banyak 2 (dua) kaii jumlah pajak terutang yang tic
atau kurang dibayar.

A
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- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD a
£ mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirl
£ keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal
§ ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipid:

Edengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana dei
£ paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak a
? kurang dibayar.
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Pasal 35

@tnmaﬂ‘mwﬂmﬁ%ﬁ

ok pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah
gampa”i jangka waktu 5 (fima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

Fkhirnya Masa Pajak -atau berakhirnya Bagian Tahur Pajak atau
fakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan.

ano KR

Pasal 36
§pejabat atau tenaga ahii yang ditunjuk oleh Bupati yang karenz
Eealpaannya tidak memenuhi  kewajitan merahasiakan  hal
Eebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana

Z4engan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda
Zpaling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

%Dejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan
‘Bengaja tidak memenuri kewajibannya atau seseorang yang
fmenyebabkan tidak dipenuninya kewajibar pejabat sebagaimana
Himaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan

®idana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling
panyak Rp 10.000.000.- (sepuluh jutu rupiah).

%enuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

#) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
;%erahasiaannya dilanggar. :

funtutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
fesual dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi

feseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi,

@rena itu dijadikan tindak pidana pergaduan.
E
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" Pasal 37

enda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan Pasal 36 ayat (1) dz
Tayat (2) merupakan penerimaan Negara.

2
3

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

%gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
pabupaten Buton Tengah.

3
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Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 21 Oktober 2016

Pj. BUPAT! BUTON TENGAH,

LA ODE AL!I AKBAR

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs.H. LA ODE HA IMIN MM
. Pembina Muda,||1V/d
NiP.19581231 199103 1 059
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